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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetabui kesiapan pihak manajemen
untuk menerapkan perencanaan pajak dengan lolak ukur pemahaman mereka
terhadap perencanaan pajak pada beberapa perusahaan jasa hotel berbintang di
Ko Bukittinggi. Pemhaman manajemen dijabarjan ke dalam tiga kategori, vaitu :
pemahamn  terhadap penpetahuanb omuem perpajazkan. pemahaman  tethadap
konsep dasar perencanaan pajak, serta pemahaman terhadap strategi perencanaan
pajak. Penelitian ini dilakukan pada tujuh hotel berbintang yang berlokasi di Kota
Bukittingg.

Kuinsioner adalah media yvang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian
ini. Metoda analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metoda desknipiaf
dan metoda komperatif. Hasil penelitian menunjukkan babwa hanya tiga dari
tujuh manajemen perusahaan hotel berbintang di Bukitngg  vang siap untuk
menecrapkan perencanaan pajak
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PENDPAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah hal wang sangal dekat dengan kehidupan setiap mRanusia,
terutama terhadap para praktisi di dunia bisnis, terlepas dari fakta bahwa pajak
merupakan topik yang sedang hangat-hangatnya di negara kita, Sebagian hesar
kegiatan bisnis terscbul dikenai pajak, baik pajak yong bersifat final atau pun tidak
final vang diseralkan ke pada pemerintah pusat atau pun ke pada pemerintah dueiah,

Menurut Suandy (2006:2), pajak dari perspektif ekonomi dapat dipahami
sebagai beralihnya sumber daya dari scktor privat (perusahaan) kepada sckior publik.
Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi
menjadi berubah, Pertams, berkurungnya kemampuan individu dalam menguasai
symber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, Kedua, hertambahnya
kemampuan keuangan negar dalam penyediaan barang dan jasa publik yang
merupakan kebutuhan masyarakat.

Kita dapat melibiat sccara jelas adanva perbedaan kepentingan antara pitiak
perusahaan dan pemerintah dalam perpajakan, dan hal ini sudeh menjadi dilerna yang
berkepanjangan. Pemerintah membutuhkan pajak sebagal sumber penerimaan yang
penting untuk digunakan dalam kegigtan operasional rutin maupun dalam kepiatan
pembangunan, Oleh sebal itu pemerintah berupaya schisa mungkin untuk memurngut
pajak yang sebesar mungkin. Sebaliknya, pajak akan menpurangi kekayuan

perusahaan dan juga akan mempengarshi ares kas perusehaan. Karena itu perasahaan
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ukan berupaya agar beban pajaknya sekecil mungkin, mengingat pada dusuruyu
kewajiban perpajakan ity sendin dapat dikendalikan dengan baik.

Adunya perbedaan kepentingan  dalam  perpajakan  mungkin - akan
menimbulkan perselisihan antara perusahaan dengan pemernntah. Menurut Heholes
dan Wolfons di dalam Gustiana (2004 : 1), perselisihan antara perusahaan dengan
pemerintah yang diwakili oleh fiskus pajak akan muncual akibat adanya ambipuitas
yang menjadi celah di dalam undang-undang pajak berkenaan dengan aluu pun
penghitungan kewaiiban pajak.

Selanjutnya dijelaskan dalam Suandy {2006 : 10}, bahwa sistem perpajakan
menganutl sistem substansi mengalahkan bentuk (substance over form rule). yang
artinya bahwa walaupun perusahaan telah memenuhi kewajibannya secard formal,
etapi jika substansi vang terkandung adalah lain atau motifasinya adalah rekayasa
dan tidak sesusi demgan jiwa dan ketentuan perpajakan, maka fiskus dapat
menganggap  perusahaan  kurang  patuh  dalam melaksanakan  kewajiban
perpajakannya. Dan untuk menyelesaikan perselisihan ini maka harus disclesaikan di
lembaga peradilan (Badan Pengadilan Pajak) dimana lembaga tersebut membantu
menginterpretasikan undang-undang pajak tersebut.

Cara terbaik untuk menghindari terjadinya perselisihan antara perusahaan dan
fiskus sdalah denpan meningkatkan pemahaman terhadap undang-undang pajak dan
interpretasinya, serta cermat dalam menggunakan celah yang ads. Pemahaman yang

haik akan mengurangi interpretasi yang salab meskipun ada perbedaan Kepentingan

masing-masing pihak.
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PENUTLP

Penelitian ini adalah penelitian terapan yang dilakukan pada tujuh hotel
herbintang di Kota Bukittinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur
kesiapan manajemen untuk mengimplementasikan perencanasn pajak. Penelitian ini
dilaksanakan peda Bulan Juni 2010. Berdasarkan hasil penclitan yang penulis
peroleh, berikut ini disajiken kesimpulan terhadap permasalahan, implikasi dan

penelitian ini, serta saran dan keterbatasan dalam penelitian yang penulis lakukan.

5.1 KESIMPULAN

Kesiapan dinilai berdasarkan pemahaman terhadap perencanaan pajak, apabila
perusahaan paham terhadap perencanaan pajak maka dianggap perusahaan tzlah siap
untuk mengimplementasikan perencanaan pajak. Pemahaman techadap perencanaan
pajak diukur dengan membandingkan jawaban yang benar dengan median dari total
jowaban benar untuk masing-masing kriteria perencanaan pejak di atas. Jika skor
responden di atas nilai median maka responden dikatakan paham, sebaliknya jika
skar responden di bawah nilai median maka dikatakan responden belum paham.
Responden dikatakan paham terhadap perencanaan pajak jika ketiga kriteria
pemahaman terscbul mempunyal skor di atas nilai median masing-masing kriteria.

Seeara umum dari ketujuh manajemen hotel berbintang di Bukittinggi belum
siap untuk mengimplementasikan perencanaan pajak karena tingkat permahaman yang

mereka miliki belum cukup untuk itu. Meskipun mereka telah memahami tujuan sarta
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